KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN

                                   NOMOR  ………………………      
TENTANG

PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK ……………. TAHUN ANGGARAN .......... KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SEPROVINSI BANTEN 
TAHUN ANGGARAN .....
GUBERNUR BANTEN,

	Menimbang
	:
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 63 Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang ……………..;
BILA KEPGUB GUGUS TUGAS BUKAN MERUPAKAN DELEGASI AMANAT LANGSUNG DARI SUATU PASAL PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN BISA MENCANTUMKAN POINT huruf a, b, c. JIKA ADA CUKUP 1 (SATU) MENIMBANG SAJA.:

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);   
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 63) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Berita  Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Berita  Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 22);
BISA DITAMBAHKAN PERATURAN YANG MENDELEGASIKAN/MENGAMANATKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG TERHADAP PENETAPAN KEPUTUSAN  tersebut.., (TIDAK PERLU TERLALU BANYAK)………..

	Memperhatikan
	:
	1. Surat Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-166/PK-5/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan Triwulan IV TA 2024;
2. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten ........... tanggal                ............ perihal Penetapan Alokasi BHPP Pajak Rokok Periode Penerimaan Triwulan IV TA 2024; 
Dalam Memperhatikan ... bisa ditambahkan SURAT ATAU DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PENETAPAN KEPGUB.......;


MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Banten Periode Penerimaan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp108.460.536.202,00 (Seratus Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Rupiah), dengan daftar rincian penyaluran alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. (sesuaikan dengan banyaknya jumlah Tim)

	KEDUA


	:
	Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

	KETIGA
	:
	Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Serang

pada tanggal, ………..

	a.n.GUBERNUR BANTEN

	SEKRETARIS DAERAH,

	......................


Tembusan: (bila perlu)
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;

3. Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten;
4. Inspektur Daerah Provinsi Banten.
Lampiran Keputusan Gubernur Banten

Nomor   :

Tanggal :

DAFTAR PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK PROVINSI BANTEN PERIODE PENERIMAAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SEPROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024
	NO
	KABUPATEN / KOTA
	ALOKASI BAGI HASIL
	POTONGAN (JAMINAN KESEHATAN)
	JUMLAH TOTAL (PENETAPAN BAGI HASIL)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	KABUPATEN LEBAK
	          13.123.810.627,00 
	                       -   
	          13.123.810.627,00 

	2
	KABUPATEN PANDEGLANG
	          12.567.802.823,00 
	                       -   
	          12.567.802.823,00 

	3
	KABUPATEN SERANG
	          14.629.476.465,00 
	                       -   
	          14.629.476.465,00 

	4
	KABUPATEN TANGERANG
	          24.347.080.749,00 
	                       -   
	          24.347.080.749,00 

	5
	KOTA CILEGON
	            6.934.256.553,00 
	                       -   
	            6.934.256.553,00 

	6
	KOTA SERANG
	            8.538.779.847,00 
	                       -   
	            8.538.779.847,00 

	7
	KOTA TANGERANG
	          15.657.544.700,00 
	                       -   
	          15.657.544.700,00 

	8
	KOTA TANGERANG SELATAN
	          12.661.784.438,00 
	                       -   
	          12.661.784.438,00 

	JUMLAH
	       108.460.536.202,00 
	                       -   
	      108.460.536.202,00 


Pj. GUBERNUR BANTEN,

A. DAMENTA
- 7 -

